KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAY AH KEMENTERIAN AGAMA

FROVIMNS] SUMATERA UTARA
MOMOR - 1005 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN | OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Menimbaig

Mengingat

S ADAY A

DENGAN RAHMAT TUHAN Y ANG MAHA ESA
KREFALA KEANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

[FY]

PROVINSE SUMATERA UTARA,

bahwn dalam rangka meningkatkon skses pendicdikan madmsal yang
bermuty, perly membertkan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadny hukum entuk menvelengesmkon  madrasah sesum  dengan
standor nosional pendidikan;

bahwa mies berleku izin operasional ¢ pendirian madmsnh sebagamzna
tercantum daliom Lamperan Keputisan ini telah habis,

bahwa madrasah sebagaimona tercamun dalnm Lampiran Keputosan im
telah memenubi persyaratan perpanjungan izin pendirian ( operasionnl
manclrasith;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dimaksud pada hurul a,
harul b, dan hueaf e perlo menetapkan Keputusan Menteri Apama
tendang Pemberian |zin Pendiran | Operasionsl Mudrasah Tsannwiyah
Swasta Swadnvn

Undang-Undang Nomwor 20 Tahun 2003 tentang - Sistem: Pendadikin
Masionn] {Lenbaran Negam Republik Indonesis Tahien 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negarn Repoblik Indonesia Nomos 4301 5
Permturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nosional
Pendidikan (Lembaga Megam Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
41, Tamhahan Lembaran Megara Repubbik Indonesia Nomor 44%6)
schagnimana telnh diubah dengan Pemiurmn  Pemerinth Nomor 13
Tahua 2003 tetang Perubahen Kedun atas Pesatarn Pemerintal Nomor
19 Tuhun 2003 tentang Standar Naseonal Pendidikan (Lembaran Negam
Repablik Tndonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Hegora Republik hxdonesia Nomdor 3670}

Peratwran. Pemerintnh Momor 4% Tubim 2008 tentimg s
Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonestn Tabos 2008 MNomor
41, Tambahan Lembharan Negara Republik Indonesia Nomor 48625,
Peraturan Pemerintah Momor 17 Tabun 2010 teniang Pengelodnan dan
Penyelenggarum  Pendidikan (Lembaran Negorn Repoblik lislodesin
Tohun 2000 MNomor 23, Tambalan Lemboran Negara  Bepublik
Indonesin Nomor 3130) sebagnimong telnh diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Talun 2010 tentang Perubphan Atas Peraturan
Pemerimtnl. Momer 17 Tahoen 2000 teninng  pengoelahan G
Penvelenggaraan Pendedikon (Lembaran Megarn Republik - Indonesia
Tahun 2000 Momor 112, Tombahon Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomoe SE57),

Peraturnn Menteri Pendidikan Nasional Noiods 24 Tohui 2007 Stindar
Sarann dan Pransarana Untok - Sekobah Duesar ¢ Modosah Ihtdasah,
Sekoloh  Menengah  Pertama/Madmsah  Tsanawiyah, dan Sekolnb
Menenzah AtesModrasah Aliyals,

Peratumn Menteri Pendidikon Masionol NMomor 15 Tabun 20100 temany
Stndar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagminung
telaly diubal ménjacdi Permturan Memeri pendidikan dan Kebuday i
Womor 23 Tahun 2013 temtang Perubnhan atps Pernturn  Menler
Pendidikan Nasional Nomor 13 Tabae 2000 tendang Standar Pelayinan
Minimal Pendidikan di Kabupnfen / Kota;

Permuran  Menteri  Agamn  Nomor 90 Tabun 2003 nentang



tbeimper intikan

Memetapkan

KESATL

KEBLA

KETIGA

KEEMPAT

F Keputusan Direktor Jenderal Pendidikan 1slum Nomor | 385 Taliun 2014
tentang petunjuk Teknis Pendirian Madmsal Yang Diselenggarakan oleh
Masyarakal:

9. Keputuwsan Direktur Jendeml Pendidikan lslam Nomor S885 Tabun 20135
temang  Petunjuk Teknis  Perpanjsngan  lzm Pendican  Modresalk,
Penerbitan Sural Keputusan Pengganti kzin Pendirinn Madrmsah Kirenn
Filang, dan Penerbitan Sorst Keterangan Kerusakan Dokumien Izin
Pendirinn Madrsah;

Sural Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Mamor
AMGKD D2 0V5/10/2016  Tangenl 20 Oksober 2016  tentang
Permohonan Rekomendasi Perpanjongon lzin Operasional Madrasah
Tzanawivah Svwasta Swadayn

MEMUTLSKAN

KEPUTLISAN KEPALA KANTOR 'WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN
IZIN PENEMIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA SWADAYA

Memberikan Perpanjungan i penditian / operasional madmsah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang meropakan bagian
tidnk terpisahkan dan Keputusan ini.

Madrmsah Tsanawivah Swastn Seteloh jangka wakwi 4 (empatp Tahun,

kepala Madrsah yvang bersangkutan wajity;

8. Memynmpaikan lnporn perkembangan madrasah kepada Kepala Kanior
Kementerian Agama yang memuat pating sedikit perkembangan jumlah
peserta didik, peloksanson kurikulum, pelaksanaan pemenohon stundar
sarpna prasarana, dan peloksansan pemenulian standor pendidik dan
tenaga kepeididikan dan nton

k. Mengnjuknn pendaftoran visitasi akreditasi madrasah hepada BAPS/M
sesweni kelentuan peraturan perandang-undungan,

Pemberian izin peadirian  operasional madrasah sebagaimana dimaksud

dalwr Diknem KESATL dapat dicabut apabila madeaseh vang bessanghutin

mefakukon  pelonggaron sesuai dengan ketentumn  persturm perincdang-
iamdangma,

Foeputusan mi mulm berloku pada Tanggal di Tetapkan




